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PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI
DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA

DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan keluarga berencana, serta memenuhi
penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif, efisien
dan baik, dibutuhkan penyediaan sarana penunjang
pelayanan kontrasepsi yang aman, bermanfaat dan
bermutu;

bahwa untuk penyesuaian status kepemilikan sarana
penunjang pelayanan kontrasepsi perlu dibuat peraturan
mengenai pedoman penyediaan sarana penunjang
pelayanan kontrasepsi dalam program kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional tentang Penyediaan Sarana

Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program
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Mengingat

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga,;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3781);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015, Nomor 5);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1191/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 401);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan
yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 194);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
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Menetapkan

14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 78/PER/E3/2011 tentang
Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Gratis dalam
Pelayanan Keluarga Berencana bagi semua Pasangan
Usia Subur di daerah Provinsi;

15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi;

16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang
Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang;

17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 303/PER/E1/2016 tentang
Pedoman Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta
Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN TENTANG PENYEDIAAN
SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI DALAM
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana
yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan
kontrasepsi.

2. K/O/KB adalah data yang memuat jumlah Faskes KB

dan karakteristiknya, potensi tenaga pelayanan KB yang
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ada dan yang telah dilatih serta sarana perlengkapan di
setiap Faskes KB di seluruh Indonesia.

Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya
disebut Faskes KB adalah fasilitas yang mampu
memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan
terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
Lanjutan (FKRTL), dikelola oleh pemerintah termasuk
TNI, Polri maupun swasta dan Lembaga Swadaya
Masyarakat serta telah terdaftar di dalam data K/O0/KB
dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sederhana yang
selanjutnya disebut Faskes KB Sederhana adalah fasilitas
yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi
konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom,
penanggulangan efek samping dan komplikasi sesuai
dengan kemampuan fasilitas kesehatan serta upaya
rujukan.

Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Lengkap yang
selanjutnya disebut Faskes KB Lengkap adalah fasilitas
yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi
konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom,
penanggulangan efek samping, komplikasi sesuai dengan
kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan dan/atau
pencabutan IUD /Implan, pelayanan vasektomi.

Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sempurna yang
selanjutnya disebut Faskes KB Sempurna adalah fasilitas
yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi
konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom,
penanggulangan efek samping, komplikasi sesuai dengan
kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan,
dan/atau pencabutan IUD/Implan, pelayanan vasektomi
serta pemberian pelayanan KB tubektomi/MOW.

Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Paripurna yang
selanjutnya disebut Faskes KB Paripurna adalah fasilitas
yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi

konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom,



